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Abstract 

 
A Fixed-Time Work Agreement is an agreement that is usually given to freelance daily laborers in 
field work that is completed within a certain time. The employment agreement is entered into by 
the employer with the worker. The fulfillment of workers' rights is fully the responsibility of the 
employer, the employment agreement must not be contrary to existing laws and regulations. The 
implementation of a fixed-time work agreement by PT. Sinar Kapang Berkah, which is engaged in 
construction, has a certain time limit which causes workers to have no certainty about the 
extension of the project work time. This study uses an empirical juridical approach method to 
solve problems by conducting primary data interviews and secondary data in the form of laws and 
regulations, books, and related documents. This research focuses on the fulfillment of the rights 
of contract workers based on the Job Creation Law. The results of the study stated that the 
employment agreement is binding on the worker and the employer, the completion time of the 
project is determined by the party who gave the order, the work agreement for a certain time is 
carried out orally with the presence of witnesses, the fulfillment of payment rights is calculated 
based on the days the worker does his work, the importance of health insurance registration for 
workers to ensure legal protection for workers and industrial relations disputes between workers 
With the employer can be resolved through litigation and non-litigation, the steps are in the form 
of bipartite negotiations, tripartite negotiations, and lawsuits to the Industrial Relations Court. 
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Abstrak 

 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu merupakan perjanjian yang biasanya di berikan kepada buruh 
harian lepas dalam pekerjaan lapangan yang selesai dalam waktu tertentu. Perjanjian kerja 
dilakukan oleh pemberi kerja dengan pekerja. Pemenuhan hak atas para pekerja sepenuhnya  
menjadi tanggung jawab dari pemberi kerja, perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan 
undang-undang dan peraturan yang ada. Penerapan perjanjian kerja waktu tertentu oleh PT. 
Sinar Kapang Berkah yang bergerak dibidang konstruksi pekerjaannya bersifat sementara 
memiliki batas waktu tertentu yang menyebabkan pekerja tidak memiliki kepastian atas 
perpanjangan waktu pengerjaan project. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis 
empiris untuk memecahkan permasalahan dengan cara data primer melakukan wawancara serta 
data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen terkait. 
Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak pekerja kontrak berdasarkan pada Undang-Undang 
Cipta Kerja. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa perjanjian kerja bersifat mengikat pekerja 
dan pemberi kerja, selesainya waktu pengerjaan project ditentukan oleh pihak yang memberi 
order, perjanjian kerja waktu tertentu dilakukan secara lisan dengan adanya saksi, pemenuhan 
hak pembayaran dihitung berdasarkan hari pekerja melakukan pekerjaannya, pentingnya 
pendaftaran jaminan kesehatan bagi pekerja guna menjamin perlindungan hukum bagi pekerja 
serta perselisihan hubungan industrial yang ada antara pekerja dengan dengan pemberi kerja 
dapat di selesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi, langkahnya berupa perundingan bipartit, 
perundingan tripartit, dan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. 
 
Kata kunci: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu; Perselisihan Hubungan Industrial; Tanggung Jawab 

Perusahaan 
 

 

PENDAHULUAN  

Neìgara Indoneìsia seìdang banyak meìlakukan peìningkatan dalam seìktor peìmbangunan yang 

dimana banyak badan usaha baik milik negara maupun swasta juga mulai banyak meìlakukan 

peìmbangunan salah satunya yaitu deìngan peìmbangunan pabrik-pabrik yang sangat didukung oleìh 

peìmeìrintah, kareìna dapat meìmbeìrikan banyak manfaat bagi neìgara yaitu meìnciptakan lapangan 

peìkeìrjaan, meìningkatkan peìndapatan nasional, meìningkatkan eìkspor, meìningkatkan inveìstasi dan lain 

seìbagainya. Beìrdasarkan Undang-Undang Cipta Keìrja “Badan Usaha merupakan badan usaha 

beìrbeìntuk badan hukum atau tidak beìrbeìntuk badan hukum yang didirikan di wilayah Neìgara 

Keìsatuan Reìpublik Indoneìsia dan meìlakukan usaha dan/atau keìgiatan pada bidang teìrteìntu”. Saat ini 

badan usaha yang banyak di geìluti oleìh swasta merupakan Peìrseìroan Teìrbatas (PT) khususnya di kota 

Cileìgon yang teìrkeìnal deìngan banyaknya Peìrseìroan yang ada di dalamnya, Undang-Undang No. 6 

Tahun 2023 teìntang Cipta Keìrja meìndeìfeìnisikan peìrseìroan teìrbatas (PT) seìbagai beìrikut: "Peìrseìroan 

Teìrbatas, yang seìlanjutnya diseìbut Peìrseìroan, merupakan badan hukum yang meìrupakan peìrseìkutuan 

modal, didirikan beìrdasarkan peìrjanjian, meìlakukan keìgiatan usaha deìngan modal dasar yang 

seìluruhnya teìrbagi dalam saham atau badan hukum peìrorangan yang meìmeìnuhi kriteìria usaha mikro 

dan keìcil seìbagaimana diatur dalam peìraturan peìrundang-undangan meìngeìnai usaha mikro dan keìcil. " 

Dikareìnakan banyaknya Peìrseìroan Teìrbatas yang ada di kota Cileìgon meìmbuka peìluang 

peìkeìrjaan bagi masyarakat seìkitar, dalam prakteìknya peìkeìrja seìrta peìmbeìri keìrja atau seìlaku PT tidak 

leìpas dari suatu peìrjanjian yang meìngikat keìduanya yang biasanya diseìbut deìngan peìrjanjian keìrja, 

peìrjanjian keìrja merupakan "di bawah peìrintah pihak lain," di bawah peìrintah ini meìnunjukkan bahwa 

hubungan antara peìkeìrja dan peìngusaha merupakan hubungan bawahan dan atasan (subordinasi). 
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Adanya weìweìnang peìrintah inilah yang meìmbeìdakan antara peìrjanjian keìrja deìngan peìrjanjian 

lainnya.1 Seìtiap peìkeìrjaan akan teìrlaksana hubungan keìrja dikareìnakan adanya keìseìpakatan keìrja 

antara peìmimpin peìrusahaan dan buruh. Oleìh kareìna itu, hubungan peìkeìrjaan ialah hubungan yang 

dilaksanakan yang mana paling seìdikit 2 badan hukum yang teìrkait deìngan peìkeìrjaan. Badan hukum 

yang teìrlibat dalam ikatan peìkeìrjaan ialah peìngusaha deìngan buruh.2. Peìrjanjian antara peìkeìrja deìngan 

peìmbeìri keìrja atau peìmilik usaha di keìnal deìngan Peìrjanjian Keìrja Waktu Tidak Teìrteìntu (PKWTT) 

dan Peìrjanjian Keìrja Waktu Teìrteìntu (PKWT). Pada Peìrseìroan Teìrbatas peìrjanjian yang diteìrapkan 

banyaknya keìpada peìkeìrja yaitu Peìrjanjian Keìrja Waktu Teìrteìntu (PKWT) yang biasanya dikeìnal 

deìngan peìkeìrja harian leìpas. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Indonesia mengalami 

beberapa perubahan signifikan dalam kerangka hukumnya, terutama setelah terbitnya PP 35 Tahun 

2021 dan Perppu Cipta Kerja. Berbagai permasalahan hukum sering muncul terkait penerapan PKWT, 

mulai dari isu masa percobaan, perpanjangan kontrak, pemutusan hubungan kerja sepihak, hingga 

transformasi status menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu).  

Peìrjanjian Keìrja Waktu Teìrteìntu meìrupakan suatu beìntuk peìrjanjian keìrja yang dibuat beìrsama 

oleìh peìngusaha/peìmbeìri keìrja keìpada peìkeìrja/buruh untuk suatu peìkeìrjaan yang beìrsifat seìmeìntara. 

Peìkeìrja yang beìkeìrja deìngan peìrjanjian keìrja jeìnis ini biasanya diseìbut peìkeìrja kontrak. Biasanya 

peìngusaha meìnggunakan peìrjanjian keìrja jeìnis ini deìngan alasan eìfisieìnsi peìkeìrjaan yang beìrsifat 

seìmeìntara. Peìneìrapan Peìrjanjian Keìrja Waktu Teìrteìntu yang dilakukan dari pihak peìrusahaan biasanya 

meìngacu pada aturan yang ada.3. Di Indoneìsia hubungan keìrja ini biasanya didasarkan pada azas 

keìkeìluargaan dan gotong royong, buruh dan majikan meìrupakan patneìr dalam meìmproduksi barang 

dan jasa, seìhingga beìrakhirnya peìrjanjian keìrja waktu teìrteìntu dapat teìrjadi seìbagai batal deìmi hukum 

atau hubungan keìrja putus oleìh peìngusaha. Buruh harain lepas umumnya dipekerjakan berdasarkan 

kebutuhan harian, dengan pembayaran upah sesuai kehadiran atau hasil kerja.  

Dalam praktiknya, hubungan kerja ini seringkali didasarkan pada perjanjian lisan, meskipun 

hukum positif Indonesia mengatur syarat khusus untuk PKWT. PP Nomor 35 Tahun 2021 

menyebutkan, perjanjian kerja harian hanya sah jika pekerja bekerja kurang dari 21 hari dalam 

sebulan. Jika melebihi 21 hari selama 3 bulan berturut-turut, statusnya otomatis berubah menjadi 

PKWTT (karyawan tetap). Jika melihat pada pasal 51 dan 52  UU Ketenagakerjaan perjanjian dapat 

dibuat secara tertulis atau lisan, asal memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek, dan sebab yang 

halal. Namun, khusus PKWT, Pasal 57 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengharuskan perjanjian dibuat 

secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia. Jika PKWT dibuat secara lisan, secara hukum perjanjian 

tersebut berubah menjadi PKWTT (perjanjian kerja waktu tidak tertentu/karyawan tetap). Namun, 

pada praktiknya di Indonesia perjanjian lisan banyak dilakukan dibeberapa bidang usaha dan salah 

satu yang paling banyak menerapkan perjanjian lisan kepada buruh harian lepas adalah bidang usaha 

konstruksi. Pada penerapannya pekerja buruh harian lepas seringkali dilakukan secara lisan karena 

sifat pekerjaan yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan, serta upah yang dibayarkan 

kepada buruh ditentukan berdasarkan kehadiran pekerja. 

Teìori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berupa teìori peìrlindungan hukum yang 

dikemukakan oleh setiono. Menurut Setiono perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya 

                                                           
1 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020). 
2 Ulfi Nihaya and Achmad Busro, “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ‘UD. 

Permata Furni,’” Notarius 15, no. 2 (2022): 863–73, https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.37657. 
3 Syawal Amry Siregar Bobby Christian Halim, Jaminuddin Marbun, “Analisis Hukum Tentang Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” 6, no. 13 (2022): 

111–23. 
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untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai 

dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan 

manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia4. Penulis sependapat dengan teori tersebut 

karena menekankan upaya dalam melindungi masyarakat yang dalam hal ini yaitu pekerja dari 

penguasa yang sewenang-wenang memberikan peraturan tanpa mengkaji terlebih dahulu dari aturan 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hal lain yang penulis setujui dari teori ini karena perlindungan 

hukum berfungsi untuk menjaga hak asasi dan martabat individu dalam masyarakat. 

Pengawasan negara terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada buruh 

harian lepas diatur secara tegas dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia dan dilaksanakan oleh 

instansi terkait, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Ketenagakerjaan. 

Adapun peìrlindungan khusus teìrhadap peìkeìrja/buruh khususnya deìngan status Peìrjanjian Keìrja Waktu 

Teìrteìntu (PKWT) ditinjau dari seìgi peìrlindungan peìrburuhan, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 

teìntang Keìteìnagakeìrjaan diharapkan dapat meìmbeìrikan peìrlindungan peìrburuhan yang dilihat dari 3 

aspeìk yaitu: aspeìk peìrlindungan sosial, aspeìk peìrlindungan eìkonomi, dan aspeìk peìrlindungan teìknis. 

Peìrlindungan hukum beìrtujuan meìmbeìrikan keìpastian hak peìkeìrja dan peìngakuan teìrhadap hak-hak 

peìkeìrja beìrupa keìdudukan peìkeìrja dalam hal peìkeìrja kontrak yang jangka waktu keìrjanya tidak seìsuai 

deìngan keìteìntuan peìrundang-undangan.5 Deìngan latar beìlakang ini, analisis meìngeìnai status peìkeìrja 

dalam PKWT dan peìrspeìktif hukum keìteìnagakeìrjaan di Indoneìsia meìnjadi reìleìvan untuk meìmahami 

bagaimana hukum keìteìnagakeìrjaan meìngakomodasi peìkeìrja dan meìmbeìrikan peìrlindungan hukum 

yang seìsuai dalam konteìks peìrjanjian keìrja meìreìka. 

Beìrlandaskan latar beìlakang teìrseìbut maka peìneìliti meìngambil dua peìrmasalahan yaitu: 

Peìrtama, bagaimana sisteìm Peìrjanjian Keìrja Waktu Teìrteìntu yang diteìrapkan pada buruh harian lepas 

oleìh PT. Sinar Kapang Beìrkah; Keìdua, bagaimana tanggung jawab PT apabila teìrjadi masalah 

hubungan industrial dalam peìneìrapan Peìrjanjian Keìrja Waktu Teìrteìntu di PT. Sinar Kapang Beìrkah 

Kota Cileìgon. 

 

METODE PENELITIAN  

Dalam peìneìlitian ini peìnulis meìnggunakan meìtodeì peìneìlitian kualitatif. Meìtodeì peìndeìkatan 

yang digunakan berupa yuridis eìmpiris yang dapat diseìbut pula peìneìlitian lapangan, sumbeìr data pada 

peìneìlitian berasal dari data primeìr, data seìkundeìr dan data teìrsieìr. Data primeìr beìrasal dari wawancara 

yang dilakukan oleh penulis bersama bapak Halabi selaku Direktur dari PT. Sinar Kapang Berkah, 

bahan hukum primeìr teìrdiri dari peìrundang-undangan, Data seìkundeìr berasal dari dokumeìn-dokumeìn 

reìsmi, buku-buku, hasil - hasil peìneìlitian yang beìrwujud laporan, dan seìteìrusnya. Adapun data teìrsieìr 

berasal kamus beìsar bahasa Indoneìsia, dan eìnsiklopeìdia.6 Analisis data yang digunakan dalam 

peìneìlitian ini berupa analisis data seìcara deìskriptif analitis yaitu analisis yang dilakukan deìngan 

meìmahami dan meìrangkai data primeìr (wawancara) dan data seìkundeìr (buku-buku, jurnal hukum, 

artikeìl dan seìbagaimana) yang teìlah dikumpulkan seìcara sisteìmatik seìhingga dari data teìrseìbut 

dipeìroleìh gambaran yang meìnyangkut masalah-masalah yang seìdang diteìliti oleìh peìnulis. 

                                                           
4 Setiono, Rule Of Law (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 

2004). 
5 Ahmad Jaya Kusuma, Edith Ratna M.S, and Irawati Irawati, “Kedudukan Hukum Pekerja Pkwt Yang Tidak 

Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan,” Notarius 13, no. 1 (2020): 193–208, 

https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30324. 
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Surabaya: Kencana, 2022). 
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PEMBAHASAN 

1. Analisa Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada buruh harian 

lepas di PT. Sinar Kapang Berkah Kota Cilegon 

Perjanjian merupakan salah satu aspek fundamental dalam hubungan hukum antara individu, 

kelompok, atau entitas. Dalam konteks hukum, perjanjian dapat diartikan sebagai kesepakatan yang 

dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mengikat secara hukum. Perjanjian ini berfungsi untuk mengatur 

hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan 

kesepakatan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian dapat ditemukan dalam berbagai 

bentuk, mulai dari kontrak bisnis, perjanjian sewa menyewa, hingga kesepakatan informal antara 

teman. Pentingnya perjanjian terletak pada kemampuannya untuk menciptakan kejelasan dan 

mengurangi potensi sengketa di masa depan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai unsur-

unsur dan syarat sahnya perjanjian sangat diperlukan agar setiap pihak dapat melindungi 

kepentingannya dan menjalankan kesepakatan dengan baik. 

Perjanjian  merupakan  salah  satu  upaya  dari  masyarakat  untuk  mengikatkan  dirinya  

kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya. Perjanjian sangat penting walaupun banyak 

masyarakat padat pada umumnya tidak mengetahui arti penting dari perjanjian 7. Seìtiap huìbuìngan 

yang teìrikat antara manuìsia meìmuìngkinkan meìmiliki suìatuì keìteìntuìan atauì peìratuìran yang haruìs di 

seìtuìjuìi oleìh keìduìa atauì bahkan leìbih dari masing masing pihak teìruìtama huìbuìngan yang teìrjadi antara 

peìkeìrja deìngan peìmbeìri keìrja yang tidak teìrleìpas dari suìatuì atuìran beìruìpa peìrjanjian yang meìngikat 

antara keìduìanya, pasal 1601 a KUìHPeìrdata meìnjeìlaskan “Peìrjanjian keìrja merupakan suìatuì peìrjanjian 

dimana pihak yang satuì si buìruìh, meìngikatkan dirinya uìntuìk di bawah peìrintahnya pihak yang lain, si 

majikan uìntuìk waktuì teìrteìntuì, meìlakuìkan peìkeìrjaan deìngan meìneìrima uìpah”. Adanya peìrjanjian 

antara keìduìa pihak guìna meìnjeìlaskan hak dan keìwajiban dari masing-masing pihak.  

Dalam perusahaan biasanya terdapat peraturan perusahaan, hal ini merupakan salah satu elemen 

penting dalam pengelolaan sumber daya manusia di suatu organisasi. Sebagai pedoman yang mengatur 

tata tertib, hak, dan kewajiban baik bagi pengusaha maupun pekerja, peraturan ini berfungsi untuk 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, aman, dan produktif. Dalam konteks hubungan 

industrial, peraturan perusahaan tidak hanya berperan sebagai alat untuk mengatur aspek-aspek 

administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong komunikasi yang baik antara manajemen 

dan karyawan. Peraturan Perusahaan  merupakan  sarana  antara  pelaku  usaha  dan  pekerja  untuk  

mewujudkan  kepastian hukum.  Kepastian  hukum  tidak  akan  didapatkan  apabila  terdapat  

ketidaksesuaian  peraturan yang  ada.8 Peraturan perusahaan (company regulations) membahas 

berbagai aspek tata kelola, transparansi, dan kepatuhan yang menjadi dasar operasional perusahaan di 

berbagai sektor. Peraturan ini tidak hanya mencakup aturan internal, tetapi juga regulasi eksternal 

yang mengatur pelaporan, tata kelola, dan inovasi perusahaan. 

Pada prakteknya, perusahaan yang memiliki pekerja dengan jumlah banyak sehingga 

membentuk serikat pekerja/buruh biasanya melakukan Perjanjian Kerja Bersama (collective labour 

                                                           
7 I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih and Putu Eka Trisna Dewi, “Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata,” Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan 2, no. 2 (2023): 95–102, 

https://doi.org/10.35912/kihan.v2i2.2384. 
8 Azaa Kamalia, “Analisis Kesesuaian Peraturan Perusahaan PT . Mega Capital Sekuritas Berdasarkan Undang-

Undang 13 Tahun 2003” 2, no. 1 (2024): 101–6. 
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agreement) yang dilakukan antara pengusaha dengan serikat pekerja/buruh. Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB) merupakan instrumen penting dalam hubungan industrial yang mengatur hak dan kewajiban 

antara pengusaha dan pekerja. Dalam konteks dunia kerja yang semakin kompleks dan dinamis, PKB 

berfungsi sebagai landasan hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi kedua belah 

pihak. Melalui PKB, diharapkan tercipta suasana kerja yang harmonis, produktif, dan saling 

menguntungkan, serta mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul di lingkungan kerja. 

 Dalam praktiknya, PKB disusun melalui proses perundingan antara kedua belah pihak, dengan 

tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang. Keberadaan PKB diharapkan mampu menjadi 

acuan utama dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta memberikan perlindungan 

hukum yang lebih baik bagi pekerja dan pengusaha. Namun, dalam implementasinya, penyusunan dan 

pelaksanaan PKB seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan interpretasi, 

penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan, serta dinamika hubungan kerja di perusahaan.9 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan 

berkeadilan10. 

Seìsuìai deìngan keìteìntuìan pasal 52 Uìndang Uìndang Nomor 13 Tahuìn 2003 teìntang 

Keìteìnagakeìrjaan, suìatuì peìrjanjian keìrja haruìs meìmeìnuìhi syarat seìbagai beìrikuìt :  

1) Keìseìpakatan Keìduìa Beìlah Pihak  

Keìseìpakatan antara peìnguìsaha dan peìkeìrja haruìslah dilakuìkan keìduìa beìlah pihak. Keìseìpakatan 

keìrja yang ada tidak boleìh hanya diseìpakati salah satuì pihak atauì deìngan kata lain, dalam proseìs 

peìngikatannya tidak boleìh adanya uìnsuìr paksaan dari masing - masing pihak kareìna masing - 

masing antara peìnguìsaha dan peìkeìrja dapat meìneìntuìkan seìndiri apakah seìpakat atauì tidak deìngan 

isi peìrjanjian keìrja yang ada.  

2) Keìmampuìan atauì Keìcakapan Meìlakuìkan Peìrbuìatan Huìkuìm  

Meìmbuìat suìatuì peìrjanjian keìrja, baik dari keìduìa beìlah pihak antara peìnguìsaha mauìpuìn peìkeìrja 

haruìslah cakap di mata huìkuìm, orang yang cakap maksuìdnya yang seìsuìai deìngan peìratuìran 

peìruìndang-uìndangan ditambah meìmang orang teìrseìbuìt dibeìrikan keìweìnangan seìsuìai dari pihak 

peìruìsahaan, pihak lain yaitu peìkeìrja juìga wajib adalah orang yang cakap, dalam hal ini 

peìkeìrja/buìruìh yang teìlah deìwasa, tidak dibawah peìngampuìan, seìrta seìhat seìcara akal dan batin.  

3) Adanya Peìkeìrjaan yang Dipeìrjanjikan  

Dalam suìatuì peìrjanjian keìrja, teìntuìlah haruìs ada hal yang diseìpakati uìntuìk dilakuìkan atauì adanya 

peìkeìrjaan yang dipeìrjanjikan uìntuìk dikeìrjakan seìbagai bagian dari preìstasi yang haruìs dilakuìkan 

oleìh para peìkeìrja / buìruìh. Seìbaliknya juìga bahwa jika para peìkeìrja/buìruìh tidak meìlaksanakan 

seìsuìai deìngan apa yang teìlah dipeìrjanjikan maka peìkeìrja akan keìhilangan haknya atas uìpah yang 

beìrlakuì asas no work no pay.  

4) Peìkeìrjaan yang Dipeìrjanjikan Tidak Beìrteìntangan deìngan Keìteìrtiban Uìmuìm, Keìsuìsilaan, dan 

Peìratuìran Peìruìndang Uìndangan  

                                                           
9 Zainal Arifin, Emi Puasa Handayani, and Saivol Firdaus, “Penyelesaian Perundingan Perjanjian Kerja Bersama 

(Pkb) Yang Tidak Menemui Kesepakatan (Studi Kasus Di PJT I Malang),” ADHAPER: Jurnal Hukum Acara 

Perdata 6, no. 1 (2020): 147, https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i1.106. 
10 Ary Prasetyo et al., “Pemberian Edukasi Tentang Perjanjian Kerja Bersama (Pkb) Guna Mewujudkan 

Hubungan Industrial Yang Harmonis, Dinamis Dan Berkeadilan,” Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas 10, no. 1 (2024): 

1–7, https://doi.org/10.31602/jpaiuniska.v10i1.7707. 
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  Peìrjanjian keìrja meìruìpakan huìbuìngan huìkuìm antara peìnguìsaha deìngan peìkeìrja meìngeìnai 

objeìk teìrteìntuì, yaituì peìkeìrjaan. Hak peìnguìsaha ialah meìndapatkan preìstasi keìrja dari peìkeìrja dan 

meìmbeìri peìrintah keìpada si peìkeìrja (keìduìduìkan dipeìratas). Seìdangkan keìwajiban peìnguìsaha ialah 

meìmbeìri uìpah dan keìseìjahteìraan yang layak keìpada peìkeìrjanya dan meìnjamin peìrlinduìngan 

keìseìlamatan keìrja. Keìmuìdian hak peìkeìrja meìndapatkan uìpah dan keìseìjahteìraan yang layak dari 

peìnguìsaha dan meìndapat jaminan keìseìlamatan keìrja. Seìdangkan keìwajiban peìkeìrja meìmbeìrikan 

preìstasi keìrja yang optimal, taat atauì seìtia keìpada peìnguìsaha. Peìrjanjian keìrja teìrdiri atas duìa 

kateìgori.11 

Peìrkeìmbangan huìkuìm teìrkini, adanya putusan MK melahirkan sebuah perubahan dalam 

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengenalkan sistem 

Omnibus Law. Namun, sebelum waktu yang ditentukan Mahkamah Konstitusi habis, muncul adanya 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

yang mencabut UU Cipta Kerja, selanjutnya UU Cipta Kerja diundangkan kembali menjadi Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang12, maka reìguìlasi meìngeìnai PKWT juìga 

meìngalami peìruìbahan seìiring beìrlakuìnya UìUì Cipta Keìrja teìrseìbuìt. Di dalam Uìndang-Uìndang 

Keìteìnagakeìrjaan, PKWT diatuìr dari Pasal 56 hingga Pasal 61, seìdangkan dalam UìUì Cipta Keìrja, 

PKWT diatuìr dalam Bab IV Keìteìnagakeìrjaan. PKWT diatuìr juìga dalam Peìratuìran Peìmeìrintah No. 35 

Tahuìn 2021 Teìntang Peìrjanjian Keìrja Waktuì Teìrteìntuì, Alih Daya, Waktuì Keìrja, dan Waktuì Istirahat 

dan Peìmuìtuìsan Huìbuìngan Keìrja (seìlanjuìtnya diseìbuìt deìngan PP 35/2021) pada Pasal 6 yaituì:“ 

Peìkeìrjaan yang dipeìrkirakan peìnyeìleìsaiannya dalam waktuì yang tidak teìrlaluì lama seìbagaimana 

dimaksuìd dalam Pasal 5 angka (1) huìruìf a dilaksanakan paling lama 5 (lima) Tahuìn”. Beìrbeìda deìngan 

peìngatuìran seìbeìluìmnya dalam Uìndang-Uìndang Keìteìnagakeìrjaan dalam Pasal 59 angka 4 seìbagai 

beìrikuìt: “Peìrjanjian keìrja waktuì teìrteìntuì yang didasarkan atas jangka waktuì teìrteìntuì dapat diadakan 

uìntuìk paling lama 2 (duìa) tahuìn dan hanya boleìh dipeìrpanjang 1 (satuì) kali uìntuìk jangka waktuì paling 

lama 1 (satuì) tahuìn”. Peìrbeìdaan jangka waktuì ini, dapat meìnguìntuìngkan dari sisi peìnguìsaha kareìna 

peìnguìsaha dapat meìmpeìkeìrjakan peìkeìrja sampai batas 5 tahuìn tanpa haruìs meìmikirkan konseìkuìeìnsi 

hak-hak peìkeìrja teìtap (PKWTT), kareìna konseìkuìeìnsi PKWTT yang cuìkuìp deìtail dalam Uìndang-

Uìndang Keìteìnagakeìrjaan puìn meìngalami peìnyeìsuìaian dalam UìUì Cipta Keìrja. Pada Uìndang-Uìndang 

Keìteìnaga keìrjaan jika PKWT tidak meìmeìnuìhi syarat keìteìntuìan meìnuìruìt sifat dan jeìnis dan jangka 

waktuìnya seìrta peìrpanjangan atauì peìmbaruìannya maka deìmi huìkuìm statuìs Peìrjanjian keìrja beìruìbah 

meìnjadi Peìrjanjian Keìrja Waktuì Tidak Teìrteìntuì (PKWTT), beìrbeìda deìngan peìngatuìran dalam PP No. 

35 Tahun 2021 tidak dijeìlaskan meìngeìnai peìlanggaran teìrhadap keìteìntuìan jangka waktuì peìrjanjian 

keìrja 5 (lima) tahuìn. 

Hasil wawancara yang dilakuìkan peìnuìlis deìngan bapak Halabi seìlakuì direìktuìr PT. Sinar Kapang 

Beìrkah meìngeìnai Peìrjanjian Keìrja Waktuì Teìrteìntuì (PKWT) yang diteìrapkan pada buìruìh harian leìpas 

meìnyatakan bahwa “Peìrjanjian keìrja pada buìruìh harian leìpas dilakuìkan apabila ada projeìct yang akan 

dilakuìkan atauì adanya ordeìr oleìh peìruìsahaan atauì pabrik yang akan meìngguìnakan jasa dari PT. Sinar 

Kapang Beìrkah, peìrjanjian ini dilakuìkan seìcara lisan atas peìrseìtuìjuìan keìduìa beìlah pihak, pada saat 

                                                           
11 (Auìguìstinuìs 2018) 
12 Bayu Dwi Anggono, “Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan 

Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan 

Hukum Nasional 9, no. 1 (2020): 17, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389. 
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peìnguìcapan peìrjanjian kami meìmbeìrikan peìnjeìlasan baik meìngeìnai deìskripsi peìkeìrjaan, uìpah, seìrta 

waktuì peìlaksaan peìkeìrjaan sampai pada jaminan keìseìlamatan uìntuìk peìkeìrja apabila teìrjadi keìceìlakaan 

pada saat meìlakuìkan peìkeìrjaan”, Halabi juìga meìnjeìlaskan keìpada peìnuìlis biasanya peìkeìrja/buìruìh 

yang meìlakuìkan peìkeìrjaan dibeìrikan waktuì uìntuìk meìnyeìleìsaikan tangguìng jawab atas peìkeìrjaan yang 

teìlah di beìbankan keìpada peìkeìrja ituì seìndiri, waktuì dalam peìnyeìlasaian peìkeìrjaan juìga beìragam 

teìrgantuìng dari beìrat atauì tidaknya suìatuì peìkeìrjaan teìrseìbuìt. Biasanya peìkeìrja/buìruìh yang di beìrikan 

peìkeìrjaan meìruìpakan peìrorangan yang biasa beìkeìrja di lapangan dikareìnakan peìkeìrjaan yang 

dilakuìkan oleìh PT. Sinar Kapang Beìrkah meìruìpakan peìkeìrjaan kontruìksi atauì meìmbanguìn suìatuì 

banguìnan yang dipeìruìntuìkkan seìsuìai deìngan tuìjuìan yang di jeìlaskan oleìh pihak yang meìmbeìrikan 

projeìct. 

Peìlaksanaan peìrjanjian keìrja keìpada buìruìh harian leìpas di lakuìkan deìngan cara lisan yang suìdah 

diseìtuìjuìi oleìh keìduìa beìlah pihak seìbeìluìmnya, peìrjanjian ini beìrisi deìskripsi peìkeìrjaan, lama waktuì 

peìkeìrjaan, teìmpat peìkeìrjaan, uìpah, jam masuìk pada saat meìlakuìkan peìkeìrjaan, seìrta sisteìm 

keìseìlamatan yang diseìdiakan oleìh pihak PT pada peìkeìrja, namuìn apabila peìkeìrjaan dilakuìkan diluìar 

kota pihak PT juìga akan meìnjeìlaskan bahwa peìkeìrja akan dibeìrikan teìmpat tinggal/meìs yang 

diseìdiakan khuìsuìs bagi peìkeìrja guìna keìnyamanan peìkeìrja ituì seìndiri, peìrjanjian ini beìluìm dilakuìkan 

seìcara teìrtuìlis meìlainkan hanya dilakuìkan seìcara lisan yang diseìtuìjuìi oleìh keìduìa beìlah pihak 

dikareìnakan peìrjanjian ini diteìrapkan keìpada buìruìh harian leìpas dimana lama waktuì peìkeìrjaan dapat 

beìruìbah beìrdasarkan voluìmeì peìkeìrjaan ituì seìndiri, seìrta sisteìm uìpah yang diteìrapkan keìpada buìruìh 

didasarkan pada keìhadiran peìkeìrja dilapangan. 

Meìkanismeì peìlaksaan Peìrjanjian Keìrja Waktuì Teìrteìntuì (PKWT) pada buìruìh harian leìpas di 

PT.Sinar Kapang Beìrkah deìngan meìnguìmuìmkan keìpada peìkeìrja yang suìdah diteìntuìkan beìbeìrapa hari 

seìbeìluìm peìnandatanganan peìlaksanaan peìkeìrjaan antara pihak PT.Sinar Kapang Beìrkah deìngan pihak 

yang meìmbeìrikan peìkeìrjaan, para peìkeìrja diuìmuìmkan uìntuìk meìmuìlai suìatuì peìkeìrjaan di tanggal yang 

suìdah dibeìritahuìkan. Pada saat peìmbeìritahuìan tanggal peìkeìrjaan keìpada peìkeìrjanya pihak PT. Sinar 

Kapang Beìrkah akan meìnjeìlaskan teìrleìbih dahuìluì meìngeìnai projeìct yang akan di keìrjakan, baik dari 

teìmpat peìngeìrjaan, fasilitas, peìkeìrjaan yang akan di lakuìkan, sampai keìpada uìpah yang akan dibeìrikan 

keìpada peìkeìrja seìtiap harinya, saat peìmbuìatan peìrjanjian meìngeìnai PKWT keìpada peìkeìrja yang 

biasanya diseìbuìt deìngan buìruìh harian leìpas PT. Sinar Kapang Beìrkah meìlakuìkan deìngan cara lisan, 

yang dimana tidak adanya peìrjanjian teìrtuìlis antara pihak PT deìngan peìkeìrja, meìnuìruìt peìnuìlis hal ini 

dapat meìngakibatkan keìruìgian bagi peìkeìrja apabila teìrjadi peìrbeìdaan peìndapat di keìmuìdian hari.  

Dilihat dari Uìndang-Uìndang Keìteìnagakeìrjaan Uìntuìk PKWTT dapat dibuìat dalam beìntuìk 

teìrtuìlis atauì lisan. Seìdangkan uìntuìk keìteìntuìan PKWT dalam Pasal 51 ayat (2) UìUì 13/2003 

dipeìrsyaratkan haruìs seìcara teìrtuìlis, hal ini beìrtuìjuìan uìntuìk meìmbeìrikan peìrlinduìngan dan keìpastian 

keìpada peìkeìrja/buìruìh dalam hal PKWT dilakuìkan seìcara teìrtuìlis, peìngatuìran peìrjanjian PKWT haruìs 

dibuìat teìrtuìlis juìga diatuìr keìmbali dalam keìteìntuìan Pasal 81 angka 13 Pasal 57 UìUì 6/2023 yang 

meìnguìbah Pasal 57 UìUì 13/2003 yang meìnyeìbuìtkan bahwa PKWT dibuìat seìcara teìrtuìlis seìrta haruìs 

meìngguìnakan bahasa Indoneìsia dan huìruìf latin, dan apabila ada PKWT dibuìat seìcara lisan beìrarti 

tidak meìmeìnuìhi keìteìntuìan seìbagai PKWT, Namuìn dikatakan oleìh Aris Wahyuìdi seìlakuì Staf Ahli 

Bidang Eìkonomi Keìteìnagakeìrjaan Keìmeìnteìrian Keìteìnagakeìrjaan pada peìrsidangan MK yang digeìlar 

seìcara luìring dari Ruìang Sidang Pleìno MK pada hari Kamis tanggal 14 Mareìt 2024 “Peìlaksanaan atas 

peìrpanjangan jangka waktuì PKWT pada prinsipnya teìtap haruìs didasarkan pada keìseìpakatan antara 

keìduìa beìlah pihak, yakni peìnguìsaha dan pihak peìkeìrja/buìruìh yang meìmbuìat PKWT. Hal ini seìjalan 
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deìngan peìnjeìlasan Peìmeìrintah seìbeìluìmnya di atas, yakni bahwa peìrjanjian keìrja teìrmasuìk diantaranya 

PKWT peìmbuìatannya haruìs meìmeìnuìhi uìnsuìr-uìnsuìr keìteìntuìan Pasal 52 UìUì 13/2003 yang meìngatuìr 

bahwa peìrjanjian keìrja dibuìat atas dasar (a) keìseìpakatan keìduìa beìlah pihak, (b) keìmampuìan atauì 

keìcakapan meìlakuìkan peìrbuìatan huìkuìm, (c) adanya peìkeìrjaan yang dipeìrjanjikan, dan (d) peìkeìrjaan 

yang dipeìrjanjikan tidak beìrteìntangan deìngan keìteìrtiban uìmuìm, keìsuìsilaan dan peìratuìran peìruìndang-

uìndangan yang beìrlakuì.(13 Dalam peìlaksanaan PKWT di PT. Sinar Kapang Beìrkah pada buìruìh harian 

leìpas yang suìdah meìlakuìkan peìkeìrjaan di projeìct seìbeìluìmnya bisa meìlakuìkan peìkeìrjaan di projeìct 

seìlanjuìtnya apabila pada saat peìkeìrjaan seìbeìluìmnya pihak buìruìh meìlaksanakan peìkeìrjaannya seìsuìai 

deìngan deìskripsi peìkeìrjaan yang dijeìlaskan oleìh pihak PT, hal ini dapat juìga diseìbuìt deìngan 

peìrpanjangan jangka waktuì peìrjanjian, peìrjanjian ini dilakuìkan seìcara lisan dan diseìtuìjuìi oleìh keìduìa 

beìlah pihak. 

Peìkeìrja kontrak atauì kadang diseìbuìt juìga seìbagai peìkeìrja tidak teìtap. Pada dasarnya, meìruìpakan 

peìkeìrja yang dalam huìbuìngan keìrjanya didasarkan pada PKWT. Frasa waktuì teìrteìntuì meìngisyaratkan 

bahwa adanya keìseìpakatan meìngeìnai batasan waktuì di dalam peìrjanjian keìrja. Peìneìntuìan batas waktuì 

teìrseìbuìt juìga diseìrahkan keìpada peìkeìrja/buìruìh dan peìnguìsaha uìntuìk meìngatuìrnya seìsuìai keìseìpakatan. 

Namuìn haruìs teìtap meìmpeìrhatikan dan meìmatuìhi batasan-batasan waktuì yang teìlah diteìntuìkan oleìh 

peìratuìran peìruìndang-uìndangan yang beìrlakuì di bidang keìteìnagakeìrjaan. Peìrjanjian keìrja uìntuìk waktuì 

teìrteìntuì atauì peìkeìrja kontrak hanya dapat dibuìat uìntuìk peìkeìrjaan teìrteìntuì yang meìnuìruìt jeìnis dan sifat 

atauì keìgiatan peìkeìrjaannya akan seìleìsai dalam waktuì teìrteìntuì, yaituì: 

a. Peìkeìrjaan yang seìkali seìleìsai atauì seìmeìntara sifatnya; 

b. Peìkeìrjaan yang dipeìrkirakan peìnyeìleìsaiannya dalam waktuì yang tidak teìrlaluì lama dan paling lama 

tiga tahuìn; 

c. Peìkeìrjaan yang beìrsifat muìsiman, atauì 

d. Peìkeìrjaan yang beìrhuìbuìngan deìngan produìk baruì, keìgiatan baruì, atauì produìk tambahan yang masih 

dalam peìrcobaan atauì peìnjajakan. 

 

Peìrjanjian keìrja waktuì teìrteìntuì tidak dapat diadakan uìntuìk peìkeìrjaan yang beìrsifat teìtap. PKWT 

dapat diadakan uìntuìk paling lama duìa tahuìn dan hanya boleìh dipeìrpanjang satuì kali uìntuìk jangka 

waktuì paling lama satuì tahuìn. Peìmbaruìan PKWT hanya dapat diadakan seìteìlah meìleìbihi masa 

teìnggang waktuì 30 hari beìrakhirnya PKWT yang lama. Peìmbaruìan PKWT hanya boleìh dilakuìkan satuì 

kali dan paling lama duìa tahuìn.14 

Beìrdasarkan Keìpuìtuìsan Meìnteìri Teìnaga Keìrja dan Transmigrasi Nomor Keìp-100/Meìn/VI/2004 

meìngeìlompokan PKWT atas:  

1) peìrjanjian keìrja waktuì teìrteìntuì uìntuìk peìkeìrjaan yang seìkali seìleìsai atauì seìmeìntara sifatnya yang 

peìnyeìleìsaiannya paling lama tiga tahuìn 

2) peìrjanjian keìrja waktuì teìrteìntuì uìntuìk peìkeìrjaan yang beìrsifat muìsiman 

3) peìrjanjian keìrja waktuì teìrteìntuì uìntuìk peìkeìrjaan yang beìrhuìbuìngan deìngan produìk baruì 

4) peìrjanjian keìrja harian leìpas 

                                                           
13 Uìtami Argawakti, 2024). 
14 (Muìhamad Sadi Is 2022) 
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Peraturan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota 

Cilegon Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan, pada pasal 46 ayat 1 menjelaskan 

“Bagi Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh dalam waktu tertentu wajib membuat Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Pengusaha dengan pekerja/buruh sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku”. Dalam penerapan pembuatan PKWT juga diatur dalam pasal 46 

ayat 2 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-

kurangnya memuat : Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Pekerja/Buruh; Jangka Waktu Pelaksanaan; 

Jenis Pekerjaan; Besarnya Upah. Setiap pekerja yang bekerja harus di berikan perlindungan atas 

jaminan sosial, hal ini juga diatur dalam pasal 59 ayat 1 yang berbunyi “Pengusaha dan tenaga kerja 

wajib ikut serta dalam jaminan sosial tenaga kerja” 

Dalam prakteìknya meìngeìnai Peìrjanjian Keìrja Waktuì Teìrteìntuì yang di teìrapkan oleìh  PT.Sinar 

Kapang Beìrkah hanya di teìrapkan keìpada buìruìh harian leìpas dimana peìkeìrjaan yang dilakuìkan oleìh 

peìkeìrjanya beìruìpa harian tanpa kontrak panjang, peìkeìrjaan yang dilakuìkan oleìh buìruìh harian leìpas 

dilakuìkan uìntuìk meìnyeìleìsaikan atauì meìmeìnuìhi projeìct deìngan targeìt teìrteìntuì, uìpah yang dibayarkan 

keìpada peìkeìrja dihituìng beìrdasarkan  keìhadiran peìkeìrja pada saat peìngeìrjaan, apabila peìkeìrjaan suìdah 

seìleìsai seìsuìai targeìt yang dibeìrikan maka peìkeìrja di beìrheìntikan teìrleìbih dahuìluì sampai pihak PT 

meìndapatkan projeìct baruì lagi, pada saat projeìct baruìpuìn, beìbeìrapa peìkeìrja biasanya tidak 

dipeìkeìrjakan lagi kareìna satuì dan lain hal, namuìn biasanya di kareìnakan peìkeìrja seìbeìluìmnya suìdah 

meìndapatkan peìkeìrjaan di teìmpat lain. 

PKWT didasarkan pada seìleìsainya peìkeìrjaan teìrteìntuì, peìrpanjangan dapat dilakuìkan hingga 

batas waktuì teìrteìntuì seìleìsainya peìkeìrjaan juìga tidak dapat diadakan uìntuìk peìkeìrjaan yang beìrsifat 

teìtap. Dalam Peìratuìran Peìmeìrintah tidak meìmbeìrikan keìwajiban keìpada peìnguìsaha uìntuìk meìlakuìkan 

peìmbeìritahuìan seìbeìluìm dilakuìkannya peìrpanjangan PKWT. Tidak adanya keìteìntuìan teìrkait 

peìmbeìritahuìan seìbeìluìm dilakuìkannya peìrpanjangan akan meìngakibatkan Peìkeìrja tidak meìmiliki 

keìseìmpatan uìntuìk meìmpeìrsiapkan meìncari peìluìang peìkeìrjaan lain, apabila peìrjanjiannya tidak 

dipeìrpanjang. Hal ini dapat meìnguìrangi hak peìkeìrja uìntuìk meìndapatkan informasi teìrhadap keìlanjuìtan 

peìkeìrjaan yang seìdang dijalaninya.15 Peìrmasalahan waktuì para teìnaga keìrja dan diistirahatkan sampai 

deìngan waktuì yang beìluìm diteìntuìkan oleìh peìruìsahaan16 deìngan alasan bahwa peìruìsahaan beìluìm 

meìmiliki projeìct baruì yang akan dikeìrjakan meìruìpakan peìrmasalahan yang ada pada seìtiap 

Peìruìsahaan yang meìmiliki Peìrjanjian Keìrja Waktuì Teìrteìntuì deìngan buìruìh harian leìpas, salah satuìnya 

yaituì PT. Sinar Kapang Beìrkah. 

 

Tabel I 

Perbandingan Regulasi dan Praktek Penerapan PKWT pada Buruh Harian Lepas di PT. Sinar 

Kapang Berkah 

 
Aspek Regulasi (UU Ketenagakerjaan, UU 

Cipta Kerja, PP 35/2021) 

Praktek di Lapangan 

Status Hukum Buruh harian lepas termasuk dalam Sering dipekerjakan lebih dari 21 

                                                           
15 Karladian Putri, Fauziyah, and Lutfian Ubaidillah, “Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja,” Journal of 

Contemporary Law Studies 1, no. 1 (2023): 1–9, https://doi.org/10.47134/lawstudies.v1i1.1949. 
16 Sudarmaji, “Penyelesaian Hukum Pekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ditinjau Dari Hukum 

Ketenagakerjaan,” Perspektif 28, no. 1 (2023): 39–49, https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i1.847. 
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PKWT, bekerja kurang dari 21 

hari/bulan. Jika lebih dari 21 hari/bulan 

selama 3 bulan berturut-turut, status 

berubah jadi PKWTT (tetap) (Pasal 10 PP 

35/2021) 

hari/bulan tanpa perubahan 

status apabila kurang dari 3 bulan. 

Namun disetujui oleh pekerja 

dikarenakan upah yang 

dibayarkan akan bertambah lebih 

dari 21 hari sesuai hari masuk 

pekerja. 

Perjanjian Kerja Wajib dibuat secara tertulis, minimal 

memuat identitas, jenis pekerjaan, 

upah, waktu/lokasi kerja, hak & 

kewajiban (Pasal 57 UU Cipta Kerja) 

Perjanjian masih dilakukan secara 

lisan, dikarenakan waktu dan 

volume pekerjaan dapat berubah-

ubah. 

Pencatatan Kehadiran Perusahaan wajib mencatat kehadiran 

dan pembayaran upah (Pasal 53 PP 

35/2021) 

Perusahaan melakukan 

pencatatan kehadiran terhadap 

pekerja/buruh yang hadir setiap 

harinya. 

Hak Buruh Berhak atas upah harian, jaminan sosial 

(BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan), 

cuti, istirahat 

Hak jaminan sosial belum 

dipenuhi kepada beberapa buruh, 

karena data buruh belum lengkap.  

Perubahan Status Jika bekerja lebih dari 21 hari/bulan 

selama 3 bulan berturut-turut, status 

otomatis menjadi PKWTT (tetap) 

Perubahan status akan dilakukan 

apabila pekerja sudah bekerja 

lebih dari 3 bulan. Namun, para 

pekerja bekerja kurang dari 3 

bulan karena volume dan waktu 

pekerjaan yang berubah-ubah.  

 

Pada tabel di atas regulasi cukup jelas dan tegas mengatur mengenai penerapan atas perjanjian 

kerja waktu tertentu yang diatur, mulai dari status hukum, perjanjian kerja, sampai perubahan status 

atas pekerja/buruh. Dalam prakteknya perjanjian kerja waktu tertentu yang diterapkan oleh PT. Sinar 

Kapang Berkah masih dilakukan secara lisan dikarenakan waktu dan volume pekerjaan yang berubah-

ubah mengikuti orderan yang terdapat pada Perusahaan dalam prakteknya saat pengucapan perjanjian 

terdapat saksi, sistem pengupahan telah dijelaskan pada tabel diatas bahwa upah dibayarkan sesuai 

dengan jumlah hari masuk para pekerja. Perubahan status dari PKWT menjadi PKWTT akan 

dilakukan oleh Perusahaan apabila pekerja/buruh melakukan pekerjaan lebih dari 21 hari perbulan dan 

dilakukan secara berturut-turut lebih dari 3 bulan. Namun dalam prakteknya pekerja rata-rata bekerja 

kurang dari 3 bulan dikarenakan waktu pekerjaan yang terbatas mengikuti tuntasnya suatu project 

yang dikerjakan. 

Dalam meìmeìnuìhi hak-hak dari para peìkeìrja PT. Sinar Kapang Beìrkah suìdah beìruìsaha 

meìlakuìkan seìsuìai deìngan keìteìntuìan dari UìUì yang meìngatuìrnya, muìlai dari uìpah yang dibeìrikan 

keìpada peìkeìrja. Dalam hal ini peìnuìlis juìga meìwawancarai peìkeìrja buìruìh harian leìpas yang ada di PT. 

Sinar Kapang Beìrkah yang beìrnama angga selaku buruh harian lepas, dalam wawancara ituì angga 

meìnjeìlaskan bahwa pihak PT meìmbeìrikan uìpah seìsuìai deìngan jam keìrja yang ada seìrta meìmbeìrikan 

waktuì istirahat pada saat siang hari guna makan dan melaksanakan ibadah serta makanan juìga 

dibeìrikan keìtika istirahat, meìnuìruìtnya hal ini suìdah seìsuìai deìngan atuìran yang ada dari pemerintah 

meìngeìnai hak dari peìkeìrja harian leìpas. 
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2. Tanggung Jawab Perusahaan Apabila Terjadi Masalah Hubungan Industrial Dalam 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. Sinar Kapang Berkah Kota 

Cilegon 

Seìtiap huìbuìngan yang ada antara duìa orang atauì leìbih tidak teìrleìpas dari masalah, seìtiap 

masalah yang teìrjadi pasti ada pihak yang dibeìbankan tangguìng jawab atas peìrmasalahan teìrseìbuìt, 

beìgituì juìga deìngan huìbuìngan induìstrial antara peìkeìrja deìngan peìmbeìri keìrja yang tangguìng jawabnya 

apabila teìrjadi peìrmasalahan biasanya di beìbankan keìpada pihak peìmbeìri keìrja kareìna peìkeìrja 

meìruìpakan seìseìorang yang meìlakuìkan keìgiatan atauì peìkeìrjaan yang didasari atas peìrintah dari 

peìmbeìri keìrja. Pada dasarnya huìbuìngan antara peìnguìsaha dan peìkeìrja/buìruìh meìruìpakan huìbuìngan 

keìrjasama uìntuìk meìnghasilkan produìk dan/atauì jasa yang dibuìtuìhkan. Peìkeìrja/buìruìh beìrpeìran dalam 

meìngolah modal yang dimiliki oleìh peìnguìsaha baik beìruìpa uìang atauì barang bakuì yang keìmuìdian 

diuìbah meìnjadi barang dan/atauì jasa yang dibuìtuìhkan.17 Dalam keìrjasama antara peìkeìrja deìngan 

peìmbeìri keìrja meìmbuìat suìatuì peìrjanjian yang meìngikat keìduìanya guìna meìnjeìlaskan meìngeìnai hak 

dan keìwajiban yang ada pada masing- masing pihak, seìrta guìna meìnjadi buìkti apabila teìrjadi keìtidak 

cocokan atauì peìrmasalahan yang muìncuìl di keìmuìdian hari. 

Pasal 1 angka 15 Uìndang-Uìndang No. 13 Tahuìn 2003 teìntang Keìteìnagakeìrjaan meìnjeìlaskan 

bahwa uìnsuìr huìbuìngan keìrja teìrdiri atas para pihak seìbagai suìbjeìk (peìnguìsaha dan peìkeìrja/buìruìh), 

peìrjanjian keìrja, adanya peìkeìrjaan, uìpah dan peìrintah. Deìngan deìmikian, landasan huìbuìngan keìrja 

kareìna adanya peìrjanjian keìrja, baik teìrtuìlis mauìpuìn tidak teìrtuìlis (lisan). Seìdangkan beìbeìrapa ahli 

beìrpeìndapat, bahwa di dalam peìrjanjian keìrja yang meìnjadi dasar huìbuìngan keìrja berupa eìmpat uìnsuìr 

peìnting yaituì :18 

a. Adanya peìkeìrjaan (Pasal 1601 a KUìH Peìrdata dan Pasal 341 KUìH Dagang); 

b. Adanya uìpah (Pasal 1603 p KUìH Peìrdata); 

c. Adanya peìrintah orang lain (Pasal 1603 b KUìH Peìrdata); 

d. Teìrbatas waktuì teìrteìntuì kareìna tidak ada huìbuìngan keìrja beìrlangsuìng teìruìs-meìneìruìs. 

Dalam peìmeìnuìhan keìwajiban yang meìnjadi tangguìng jawab para pihak yang teìrlibat dalam 

huìbuìngan induìstrial biasanya seìringkali meìndapatkan peìrmasalahan baik dari satuì atauì bahkan keìduìa 

pihak, hal ini biasanya di keìnal deìngan peìrseìlisihan atauì seìngkeìta. Peìrseìlisihan atauì peìrkara atauì 

seìngkeìta dimuìngkinkan teìrjadi dalam seìtiap huìbuìngan antar manuìsia, bahkan beìrkeìmbang juìga 

teìrhadap suìbjeìk huìkuìm yang beìruìpa badan huìkuìm, seìhingga makin lama mateìri dan suìbjeìk huìkuìmnya 

seìmakin beìrkeìmbang. Seìngkeìta ialah suìatuì situìasi dimana ada pihak yang meìrasa diruìgikan oleìh pihak 

lain, yang keìmuìdian pihak teìrseìbuìt meìnyampaikan keìtidakpuìasan ini keìpada pihak lain. Jika situìasi 

meìnuìnjuìkkan peìrbeìdaan peìndapat maka teìrjadilan seìngkeìta. Dalam konteìks huìkuìm kontrak, seìngkeìta 

merupakan peìrseìlisihan yang teìrjadi antara para pihak kareìna adanya peìlanggaran teìrhadap 

keìseìpakatan yang teìlah dituìangkan dalam suìatuì kontrak atauì peìrjanjian, baik seìbagian mauìpuìn 

keìseìluìruìhan. Deìngan kata lain teìlah teìrjadi wanpreìstasi oleìh pihak-pihak atauì salah satuì pihak.19 

                                                           
17 Mustika Prabaningrum Kusumawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Upah Lembur Pekerja/Buruh,” 

Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 12, no. 1 (2024): 216–25, https://doi.org/10.31289/jiph.v11i2.10915. 
18 Sayid Mohammad Rifqi Noval, Hukum Ketenagakerjaan “Hakikat Cita Keadilan Dalam Sistem 

Ketenagakerjaan,” ed. Anna (Bandung: PT Refika Aditama, 2017). 
19 Samun Ismaya, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Yogyakarta: Suluh Media, 2019). 
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Tangguìng jawab yang dilakuìkan oleìh pihak peìmbeìri keìrja biasanya beìruìpa peìrlinduìngan 

teìrhadap peìkeìrja yang meìnjadi keìwajiban seìtiap peìruìsahaan yang meìmpeìkeìrjakan teìnaga keìrja di 

Indoneìsia. Aspeìk peìrlinduìngan ini meìncakuìp peìrlinduìngan eìkonomi, sosial, dan teìknis, yang seìjalan 

deìngan hak-hak dan keìwajiban peìkeìrja. Uìndang-Uìndang No. 6 Tahuìn 2023 teìntang Cipta Keìrja 

meìneìgaskan bahwa peìrlinduìngan huìkuìm teìrhadap peìkeìrja merupakan hak yang haruìs dibeìrikan oleìh 

peìmbeìri keìrja. Pasal 86 ayat 1 meìngamanatkan hak peìkeìrja uìntuìk meìndapatkan peìrlinduìngan teìrhadap 

keìseìlamatan, keìseìjahteìraan keìrja, moral, keìsuìsilaan, dan peìrlakuìan seìsuìai deìngan martabat, nilai-nilai 

manuìsia, seìrta nilai-nilai agama20 tanpa meìmandang ras atauì suìkuì seìrta agama dari peìkeìrja teìrseìbuìt. 

Seìcara uìmuìm, peìrlinduìngan teìrhadap peìkeìrja/buìruìh teìlah diatuìr dalam Uìndang-Uìndang 

Keìteìnagakeìrjaan. Namuìn, akhir-akhir ini muìncuìl keìreìsahan di masyarakat, teìruìtama teìrkait 

peìkeìrja/buìruìh yang beìkeìrja deìngan sisteìm peìrjanjian keìrja waktuì teìrteìntuì (PKWT). Keìreìsahan ini 

muìncuìl kareìna teìrdapat banyak peìlaksanaan dan peìneìrapan peìratuìran yang tidak seìsuìai deìngan 

keìnyataan. Padahal, dalam Uìndang-Uìndang Keìteìnagakeìrjaan suìdah ada peìrlinduìngan bagi 

peìkeìrja/buìruìh, teìrmasuìk meìreìka yang beìkeìrja deìngan sisteìm kontrak atauì PKWT. Namuìn, dalam 

praktiknya, peìneìrapan atuìran ini tidak seìlaluì seìsuìai deìngan keìteìntuìan yang ada, teìruìtama yang teìrkait 

deìngan keìteìnagakeìrjaan. Peìrlinduìngan teìnaga keìrja yang diatuìr dalam Uìndang-Uìndang 

Keìteìnagakeìrjaan beìrtuìjuìan uìntuìk meìnjamin huìbuìngan keìrja yang harmonis antara peìkeìrja/buìruìh dan 

peìnguìsaha, tanpa adanya teìkanan dari pihak yang leìbih kuìat keìpada yang leìbih leìmah. Oleìh kareìna ituì, 

peìnguìsaha yang seìcara sosio-eìkonomi meìmiliki keìduìduìkan leìbih kuìat wajib meìmbantuì meìlaksanakan 

keìteìntuìan peìrlinduìngan teìrseìbuìt seìsuìai deìngan peìratuìran peìruìndang-uìndangan yang beìrlakuì.21 

Dalam lingkuìp huìkuìm keìteìnagakeìrjaan, peìngatuìran waktuì keìrja, peìmbayaran uìpah leìmbuìr, dan 

peìmbeìrian cuìti meìnjadi aspeìk peìnting dalam peìrlinduìngan peìkeìrja. Apabila seìorang peìnguìsaha 

meìmpeìkeìrjakan peìkeìrja meìleìbihi batas waktuì keìrja yang diteìtapkan, keìwajiban meìmbayar leìmbuìr 

keìpada peìkeìrja muìncuìl, deìngan syarat haruìs ada peìrseìtuìjuìan dari peìkeìrja seìbeìluìm meìlaksanakan 

leìmbuìr. Duìrasi leìmbuìr yang diizinkan dibatasi maksimal 3 jam dalam satuì hari dan 14 jam dalam satuì 

mingguì. Tak hanya meìmbayar uìang leìmbuìr, peìnguìsaha juìga diwajibkan meìmbeìrikan waktuì istirahat 

dan cuìti keìpada peìkeìrja seìsuìai deìngan Pasal 79 Peìratuìran Peìmeìrintah No 2 Tahuìn 2022. Ini 

meìnuìnjuìkkan bahwa peìrlinduìngan teìrhadap peìkeìrja tidak hanya beìrfokuìs pada aspeìk eìkonomi, 

meìlainkan juìga keìseìjahteìraan dan keìseìlamatan keìrja.22 Keìseìlamatan keìrja yang dilakuìkan oleìh PT. 

Sinar Kapang Beìrkah keìpada buìruìh harian leìpas beìruìpa peìngadaan fasilitas dilapangan seìpeìrti heìlm, 

seìpatuì dan peìrleìngkapan lainnya yang dapat meìmbantuì peìkeìrja dalam meìlakuìkan peìkeìrjaannya 

deìngan aman dan nyaman. Namuìn keìpastian atas jaminan keìseìlamatan beìruìpa BPJS Keìteìnagakeìrjaan 

beìluìm seìpeìnuìhnya diteìrapkan pada buìruìh harian leìpas yang ada di PT. Sinar Kapang Beìrkah 

dikareìnakan tidak seìmuìa buìruìh harian leìpas beìkeìrja dalam jangka waktuì yang lama, hal ini teìrjadi 

kareìna jangka waktuì peìkeìrjaan dalam suìatuì projeìct dapat beìrbeìda meìnyeìsuìaikan deìngan deìskripsi atas 

suìatuì peìkeìrjaan teìrseìbuìt. 

Dalam meìlakuìkan suìatuì peìkeìrjaan teìrdapat huìbuìngan yang teìrjadi antara peìmbeìri keìrja deìngan 

peìkeìrja, huìbuìngan ini diseìbuìt deìngan huìbuìngan induìstrial, huìbuìngan induìstrial pada dasarnya 

merupakan suìatuì huìbuìngan huìkuìm yang dilakuìkan antara peìnguìsaha deìngan peìkeìrja. Dalam 

huìbuìngan teìrseìbuìt meìmang tidak seìlamanya akan beìrjalan lancar-lancar saja dalam arti tidak ada 

                                                           
20 (Deìni Iskandar, Nuìruìl Amalia, and Muìhammad Misbakuìl Muìnir 2023) 
21 (Ileìla eìt al. 2024) 
22 (Deìni Iskandar, Nuìruìl Amalia, and Muìhammad Misbakuìl Muìnir 2023) 
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peìrmasalahan yang timbuìl dari huìbuìngan induìstrial. Dalam meìlakuìkan huìbuìngan deìngan manuìsia lain 

suìdah pasti teìrjadi peìrsamaan dan peìrbeìdaan-peìrbeìdaan dalam keìpeìntingan, pandangan, dan 

peìrbeìdaan ini dapat meìlahirkan peìrseìlisihan, peìrteìntangan atauì konflik.23 Dalam Pasal 2 Uìndang-

Uìndang Nomor 2 Tahuìn 2004, teìrcantuìm beìbeìrapa jeìnis peìrseìlisihan huìbuìngan induìstrial, yaituì:  

a. Peìrseìlisihan hak, yaituì peìrseìlisihan yang timbuìl kareìna tidak dipeìnuìhinya hak, akibat adanya 

peìrbeìdaan peìlaksanaan atauì peìnafsiran teìrhadap keìteìntuìan peìratuìran peìruìndang-uìndangan, 

peìrjanjian keìrja, peìratuìran peìruìsahaan, atauì peìrjanjian keìrja Beìrsama.  

b. Peìrseìlisihan keìpeìntingan, yaituì peìrseìlisihan yang timbuìl dalam huìbuìngan keìrja kareìna tidak adanya 

peìrseìsuìaian peìndapat meìngeìnai peìmbuìatan, dan atauì peìruìbahan syarat-syarat keìrja yang diteìtapkan 

dalam peìrjanjian keìrja, atauì peìratuìran peìruìsahaan, atauì peìrjanjian keìrja beìrsama.  

c. Peìrseìlisihan peìmuìtuìsan huìbuìngan keìrja, yaituì peìrseìlisihan yang timbuìl kareìna tidak adanya 

keìseìsuìaian peìndapat meìngeìnai peìngakhiran huìbuìngan keìrja yang dilakuìkan oleìh salah satuì pihak. 

d. Peìrseìlisihan antar seìrikat peìkeìrja, yaituì peìrseìlisihan yang timbuìl dari antara seìrikat peìkeìrja deìngan 

seìrikat peìkeìrja yang lainnya namuìn masih dalam satuì peìruìsahaan, akibat dari tidak adanya 

keìseìpahaman teìntang keìanggotaan, peìlaksanaan suìatuì hak seìrta keìwajiban keìseìrikatan peìkeìrjaan. 

Dalam peìlaksanaan hak dan keìwajiban, peìrluì dikeìtahuìi peìrmasalahan peìrlinduìngan huìkuìm 

khuìsuìsnya uìntuìk Teìnaga Keìrja Harian Leìpas atauì buìruìh. Peìrlinduìngan huìkuìm beìrtuìjuìan uìntuìk 

meìnghapuìs diskriminasi dan meìnjaga agar para peìkeìrja leìbih dimanuìsiakan, seìhingga dapat 

meìningkatkan keìseìjahteìraan hiduìp bagi para Teìnaga Keìrja Harian Leìpas yang beìkeìrja di Instansi 

seìhingga keìsamaan keìseìmpatan seìrta peìrlakuìan tanpa diskriminasi atas dasar apapuìn uìntuìk 

meìwuìjuìdkan keìseìjahteìraan peìkeìrja dan hak-hak dasar peìkeìrja atauì buìruìh haruìs dijamin. Di dalamnya 

teìrdapat atuìran meìngeìnai huìbuìngan keìrja peìnguìsaha deìngan peìkeìrja yang muìncuìl meìlaluìi keìseìpakatan 

beìrsama yang dilaksanakan pada waktuì teìrteìntuì atauì tidak teìrteìntuì.24 

Tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh perusahaan selaku pemberi kerja dalam 

penyelesaian permasalahan hubungan industrial di perusahaan dapat dilakukan melalui tahapan 

preventif dan represif. Tahapan preventif meliputi upaya pencegahan konflik yaitu dengan 

membangun komunikasi yang intens dan dialog terbuka antara pengusaha dan pekerja agar tercipta 

iklim kerja harmonis dan saling pengertian, menyusun dan melaksanakan peraturan perusahaan serta 

perjanjian kerja bersama (PKB) secara konsisten dan bertanggung jawab, memberikan pemahaman 

dan pelatihan kepada pekerja dan manajemen mengenai hak, kewajiban, serta proses penyelesaian 

perselisihan sesuai peraturan perundang-undangan25, melakukan pengawasan internal untuk 

mendeteksi potensi konflik sejak dini dan mencegah pelanggaran hak pekerja26, serta meningkatkan 

disiplin kerja dan produktivitas dengan membangun semangat kerja sama dan kepatuhan terhadap 

aturan perusahaan. 

                                                           
23 Nabila Putri Ariqa and Fatma Ulfatun Najicha, “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Terkait 

Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja / Buruh” 2, no. 1 (2024): 83–93. 
24 Elvira Dewi Faradila, “Perlindungan Tenaga Kerja Harian Lepas Terhadap Eksploitasi Menurut UU Cipta 

Kerja Nomor 6 Tahun 2023,” Jurnal Hukum Lex Generalis 5, no. 5 (2024): 1–15, 

https://jhlg.rewangrencang.com/. 
25 (Disnakertrans, 2023) 
26 Trisna Wulaningsih and M Khoirul Huda, “Tanggungjawab Hukum Perusahaan Akibat Tidak Didaftarkannya 

Tenaga Kerja Sebagai Peserta Jaminan Sosial” 39, no. 2 (2024): 244–54. 
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Tahapan represif merupakan langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan apabila sudah 

terjadi perselisihan dalam perusahaan yaitu dengan cara melakukan perundingan bipartit secara 

musyawarah untuk mufakat sebagai tahap wajib pertama dalam penyelesaian perselisihan, mengikuti 

prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai UU No. 2 Tahun 2004, mulai dari 

bipartit, mediasi/konsiliasi, hingga pengadilan jika tidak tercapai kesepakatan, mematuhi putusan atau 

anjuran dari mediator, konsiliator, arbiter, atau pengadilan yang berwenang, serta melaksanakan hasil 

penyelesaian secara adil dan transparan, membuat dan mendaftarkan perjanjian bersama jika tercapai 

kesepakatan, untuk menjamin kepastian hukum bagi kedua belah pihak.27 

Tangguìng jawab yang dilakuìkan oleìh PT. Sinar Kapang Beìrkah seìlakuì peìmbeìri keìrja apabila 

teìrjadi peìrseìlisihan baik ituì dari peìkeìrja deìngan pihak PT mauìpuìn antara peìkeìrja deìngan peìkeìrja yaitu 

diseìleìasaikan seìcara keìkeìluìargaan teìrleìbih dahuìluì, kareìna seìjauìh PT ini beìrdiri peìrmasalahan yang 

teìrjadi antara pihak PT deìngan peìkeìrja hanya seìbatas peìrbeìdaan peìndapat yang meìngakibatkan satuì 

deìngan yang lain meìmiliki pandangan masing-masing meìngeìnai suìatuì peìlaksanaan atas peìkeìrjaan, 

pihak PT meìnjeìlaskan bahwa peìrmasalahan yang teìrjadi seìringnya datang dari pihak lain diluìar 

deìngan peìkeìrja, yaituì deìngan pihak peìmbeìri projeìct yang meìlanggar peìrjanjian, biasanya meìngeìnai 

peìmbayaran yang teìrlambat dibayarkan yang meìngakibatkan pihak PT meìngalami keìruìgian kareìna 

keìteìrlambatan peìmbayaran atas projeìct yang dilakuìkan, hal ini dikeìnal deìngan istilah wanpreìstasi. 

Penyebab wanprestasi adalah adanya kelalaian salah satu pihak28 , wanpreìstasi seìndiri meìmiliki 

beìbeìrapa macam jeìnis yang dapat dijabarkan seìpeìrti tidak meìlakuìkan apa yang suìdah disangguìpi, 

meìlakuìkan apa yang dijanjikan namuìn tidak seìsuìai deìngan apa yang teìlah dipeìrjanjikan, 

meìlaksanakan peìrjanjian namuìn dalam keìteìrlambatan waktuì, seìrta meìlakuìkan suìatuì hal yang didalam 

peìrjanjian tidak dipeìrboleìhkan uìntuìk dilakuìkan. Dalam hal ini macam-macam tindakan yang dapat 

dikatakan wanpreìstasi oleìh salah satuì pihak dapat dianalisis dalam meìlihat uìnsuìr-uìnsuìr yang meìnjadi 

indikator apakah tindakan teìrseìbuìt beìnar meìruìpakan tindakan wanpreìstasi yang meìruìgikan salah satuì 

pihak dan haruìs diseìleìsaikan.29 Dalam prakteìk yang teìrjadi di PT. Sinar Kapang Beìrkah deìngan 

peìmbeìri projeìct apabila teìrjadi wanpreìstasi atauì cideìra janji beìruìpa keìteìrlambatan peìmbayaran atas 

peìngeìrjaan suìatuì peìkeìrjaan biasanya dilakuìkan peìruìndingan seìcara keìkeìluìargaan dimana biasanya 

pihak peìmbeìri projeìct meìminta waktuì uìntuìk meìlakuìkan peìluìnasan, seìrta sisteìm peìluìnasannya 

biasanya beìrbeìda-beìda, namuìn biasanya peìmbeìri projeìct meìminta keìringanan beìruìpa peìluìnasan seìcara 

beìrangsuìr deìngan teìmpo waktuì yang suìdah diseìpakati. 

Perselisihan hubungan industrial merupakan fenomena yang tidak terhindarkan dalam dinamika 

hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Adanya perbedaan kepentingan dapat 

menimbulkan konflik yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang efektif dan berkeadilan. 

Indonesia telah mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara 

komprehensif melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada dasarnya dapat ditempuh 

melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan) yang meliputi bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, 

serta jalur litigasi melalui Pengadilan Hubungan Industrial sebagai upaya terakhir ketika penyelesaian 

melalui jalur non-litigasi tidak mencapai kesepakatan. 

                                                           
27 Wulaningsih and Huda. 
28 Fiska Zenita Putri and Susilo Wardani, “Penyelesaian Wanprestasi Simpanan Deposito Akad Mudharabah 

Yang Tidak Dikembalikan Oleh Pihak KSU Syariah BMT Berlian,” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 2 

(2023): 415–30, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7858. 
29 (Joeì 2022) 
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Peìnyeìleìsaian peìrseìlisihan huìbuìngan induìstrial dalam UìUì No 6 tahuìn 2023 meìncakuìp beìbeìrapa 

meìkanismeì, seìpeìrti meìdiasi, konsiliasi, dan arbitraseì. Seìlain ituì, uìndang-uìndang ini juìga meìngatuìr 

proseìduìr peìnyeìleìsaian meìlaluìi peìngadilan huìbuìngan induìstrial, yang beìrtuìjuìan uìntuìk meìmbeìrikan 

keìadilan bagi peìkeìrja dan peìnguìsaha. Meìkanismeì Peìnyeìleìsaian Peìrseìlisihan beìruìpa: 

Meìdiasi: 

a) Proseìs di mana pihak keìtiga yang neìtral meìmbantuì buìruìh dan peìnguìsaha meìncapai keìseìpakatan. 

b) Meìdiasi ini dapat dilakuìkan seìcara suìkareìla dan beìrtuìjuìan uìntuìk meìnyeìleìsaikan seìngkeìta tanpa 

peìrluì keì peìngadilan. 

Konsiliasi: 

a) Meìlibatkan pihak keìtiga yang beìrfuìngsi uìntuìk meìmfasilitasi komuìnikasi antara buìruìh dan 

peìnguìsaha. 

b) Konsiliasi beìrtuìjuìan uìntuìk meìneìmuìkan soluìsi yang dapat diteìrima oleìh keìduìa beìlah pihak. 

Arbitraseì: 

a) Jika meìdiasi dan konsiliasi tidak beìrhasil, pihak-pihak dapat seìpakat uìntuìk meìnyeìleìsaikan 

seìngkeìta meìlaluìi arbitraseì. 

b) Keìpuìtuìsan arbitrator beìrsifat final dan meìngikat, seìhingga haruìs dipatuìhi oleìh keìduìa beìlah pihak. 

Peìngadilan Huìbuìngan Induìstrial: 

a) UìUì No 6 tahuìn 2023 meìmbeìrikan jaluìr huìkuìm bagi buìruìh dan peìnguìsaha uìntuìk meìnyeìleìsaikan 

peìrseìlisihan meìlaluìi peìngadilan. 

b) Peìngadilan ini meìmiliki keìweìnangan uìntuìk meìmuìtuìskan seìngkeìta yang tidak dapat diseìleìsaikan 

meìlaluìi meìdiasi atauì konsiliasi. 

Seìcara teìoritis mauìpuìn praktis seìngkeìta yang teìrjadi dalam konteìks seìbagai akibat dari 

huìbuìngan huìkuìm bisa diseìleìsaikan meìlaluìi litigasi (jaluìr huìkuìm/jaluìr peìradilan) mauìpuìn seìcara non 

litigasi (jaluìr non huìkuìm atauì jaluìr non peìradilan). Litigasi meìruìpakan proseìs peìnyeìleìsaian seìngkeìta di 

Peìngadilan, dimana seìmuìa pihak yang beìrseìngkeìta saling beìrhadapan satuì sama lain uìntuìk 

meìmpeìrtahankan hak-haknya di muìka peìngadilan. Hasil akhir dari peìnyeìleìsaian meìlaluìi litigasi ialah 

puìtuìsan yang meìnyatakan win-loseì soliuìtion. Proseìduìr dalam jaluìr litigasi beìrsifat formal dan teìknis, 

meìnghasilkan keìseìpakatan yang beìrsifat meìnang kalah, ceìndeìruìng meìnimbuìlkan masalah baruì, lambat 

dalam peìnyeìleìsaiannya, meìmbuìtuìhkan biaya yang mahal, tidak reìsponsiveì dan meìnimbuìlkan 

peìrmuìsuìhan diantara para pihak yang beìrseìngkeìta. Kondisi ini meìnyeìbabkan masyarakat meìncari das 

alteìrnatif lain yaituì peìnyeìleìsaian seìngkeìta di luìar proseìs peìradilan formal, yang diseìbuìt deìngan 

"Alteìrnativeì Dispuìteì Reìsoluìtion" atauì ADR.30 

Dalam impleìmeìntasinya Alteìrnativeì Dispuìteì Reìsoluìtion teìrdiri dari neìgotiation, meìdiation, 

konsiliation dan arbitration. Dari modeìl peìnyeìleìsaian peìrseìlisihan huìbuìngan induìstrial non-litigasi 

yang diatuìr dalam peìruìndang-uìndangan sama deìngan modeìl peìnyeìleìsaian peìrseìlisihan alteìrnatif yang 

dikeìmuìkakan teìrseìbuìt. Peìrsoalan yang timbuìl dalam peìnyeìleìsaian peìrseìlisihan dan/atauì seìngkeìta 

diluìar peìngadilan adalah bagaimana keìkuìatan huìkuìm peìnyeìleìsaian non-litigasi dalam huìbuìngan 

                                                           
30 Ismaya, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 
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induìstrial. Dalam keìteìntuìan peìruìndang-uìndangan keìteìnagakeìrjaan meìnjeìlaskan jika hasil peìnyeìleìsaian 

non-litigasi tidak dipeìnuìhi maka dapat meìngajuìkan peìradilan huìbuìngan induìstrial. Peìnyeìleìsaian 

peìrseìlisihan non-litigasi haruìs meìmiliki keìkuìatan huìkuìm meìngikat bagi keìduìa beìlah pihak yang 

beìrseìngkeìta dalam huìbuìngan induìstrial. Keìkuìatan huìkuìm meìngikat pada meìkanismeì peìnyeìleìsaian 

diluìar peìngadilan dalam peìrseìlisihan huìbuìngan induìstrial dapat meìmbeìrikan keìpastian huìkuìm bagi 

keìduìa beìlah pihak seìhingga uìpaya peìnyeìleìsaian peìrseìlisihan yang dilakuìkan seìlama waktuì yang 

diteìntuìkan tidak seìkeìdar uìpaya tanpa soluìsi yang tidak meìnguìntuìngkan keìduìa beìlah pihak.31 

Uìndang-Uìndang Nomor 2 tahuìn 2004 teìntang peìnyeìleìsaian Peìrseìlisihan Huìbuìngan Induìstrial 

meìngatuìr peìnyeìleìsaian peìrseìlisihan huìbuìngan induìstrial diluìar peìngadilan mauìpuìn didalam 

peìngadilan huìbuìngan induìstrial. Peìnyeìleìsaian peìrseìlisihan huìbuìngan induìstrial di luìar peìngadilan 

meìruìpakan peìnyeìleìsaian wajib yang haruìs diteìmpuìh para pihak seìbeìluìm para pihak meìneìmpuìh 

peìnyeìleìsaian meìlaluìi peìngadilan huìbuìngan induìstrial. Peìnyeìleìsaian peìrseìlisihan diluìar peìngadilan 

meìnguìtamakan muìsyawarah uìntuìk muìfakat. Pada dasarnya seìtiap peìrseìlisihan huìbuìngan induìstrial 

wajib diseìleìsaikan seìcara bipartit seìbeìluìm meìncapai pada tingkat Peìngadilan Huìbuìngan Induìstrial. 

Bipartit merupakan tata cara atauì proseìs peìruìndingan yang dilakuìkan antara duìa pihak, yaituì pihak 

pihak peìnguìsaha deìngan pihak peìkeìrja/buìruìh apabila teìrjadi peìrseìlisihan antara keìduìa beìlah pihak di 

peìruìsahaan.  

Peìruìndingan bipartit pada hakikatnya meìruìpakan uìpaya muìsyawarah uìntuìk muìfakat antara 

peìnguìsaha dan pihak peìkeìrja/buìruìh. Lingkuìp peìnyeìleìsaian peìrseìlisihan huìbuìngan induìstrial meìlaluìi 

bipartit meìlipuìti keìeìmpat jeìnis peìrseìlisihan, yakni peìrseìlisihan hak, peìrseìlisihan keìpeìntingan, 

peìrseìlisihan PHK dan peìrseìlisihan antar seìrikat peìkeìrja/seìrikat buìruìh dalam satuì peìruìsahaan. 

Keìseìpakatan atauì kompromi yang dicapai di bipartit diruìmuìskan dalam beìntuìk peìrseìtuìjuìan beìrsama 

dan ditandatangani oleìh para pihak yang beìrseìlisih. Apabila seìcara bipartit gagal, maka para pihak atauì 

salah satuì pihak dapat meìneìmpuìh alteìrnatif peìnyeìleìsaian seìcara tripartit meìlaluìi peìnyeìleìsaian suìkareìla 

(voluìntary arbitration) yang teìrdiri dari meìdiasi, konsiliasi, dan arbitraseì.32 

Dalam tahapan penyelesaian sengketa terdapat tiga penyelesaian yaitu bipartit, tripartit, dan 

pengadilan hubungan industrial (PHI), perundingan bipartit merupakan langkah awal yang wajib 

ditempuh dalam setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Mekanisme ini merupakan 

perundingan langsung antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha tanpa 

melibatkan pihak ketiga. Penyelesaian melalui bipartit harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) 

hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan33. Dalam proses bipartit, kedua belah pihak berusaha 

mencapai kesepakatan melalui dialog dan negosiasi langsung. Jika tercapai kesepakatan, maka dibuat 

Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan didaftarkan pada Pengadilan Hubungan 

Industrial untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. Apabila dalam jangka waktu 30 hari salah satu 

pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, 

maka perundingan bipartit dianggap gagal. Perselisihan yang tidak terselesaikan melalui bipartit harus 

didaftarkan oleh salah satu atau kedua belah pihak kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang 

                                                           
31 (Fuìqoha 2020) 
32 Ariqa and Najicha, “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Terkait Pemutusan Hubungan Kerja 

Terhadap Pekerja / Buruh.” 
33 Binar Setya dkk Wicaksono, “Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Yang Digunakan 

Oleh Buruh/Pekerja Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Kasus Di Serikat Buruh 

Sejahtera Indonesia SBSI 1992 Kota Surakarta),” Gema 27, no. 50 (2015): 1782–91. 
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ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya penyelesaian melalui bipartit telah 

dilakukan.34 

Tripartit merupakan perundingan antara pengusaha dan pekerja/karyawan dimana pihak ketiga 

ikut serta dalam penyelesaian perselisihan tersebut. Dalam PHI, proses tripartit sendiri dibagi menjadi 

tiga bagian, yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase35. Mediasi merupakan penyelesaian perselisihan 

dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Mediator adalah pegawai instansi pemerintah 

yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat sebagai mediator. Proses 

mediasi dilakukan jika para pihak tidak memilih penyelesaian melalui konsiliasi, atau ketika upaya 

penyelesaian melalui konsiliasi tidak terpilih oleh para pihak. Mediator harus sudah mengadakan 

penelitian mengenai duduk perkara dan mengadakan sidang mediasi dalam jangka waktu selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan. Jika tercapai 

kesepakatan dalam mediasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan 

mediator, kemudian didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan akta bukti 

pendaftaran. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan, mediator mengeluarkan anjuran tertulis yang 

disampaikan kepada para pihak dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang 

mediasi pertama. Para pihak harus memberikan jawaban tertulis atas anjuran mediator dalam waktu 10 

hari. Jika pihak yang menerima anjuran maka dalam waktu 3 hari kerja harus sudah dibuat Perjanjian 

Bersama untuk kemudian didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial.36 

Konsiliasi merupakan penyelesaian perselisihan melalui pihak ketiga yang disebut konsiliator. 

Berbeda dengan mediator yang merupakan pegawai pemerintah, konsiliator adalah pihak swasta yang 

telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Prosedur penyelesaian melalui 

konsiliasi hampir sama dengan mediasi. Konsiliator melakukan penelitian terhadap perselisihan, 

mengadakan sidang konsiliasi, dan jika tercapai kesepakatan, dibuat Perjanjian Bersama yang 

didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial. Jika tidak tercapai kesepakatan, konsiliator 

mengeluarkan anjuran tertulis yang harus dijawab oleh para pihak dalam waktu 10 hari37. Sedangkan 

Arbitrase merupakan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak 

yang dilakukan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter. Penyelesaian melalui arbitrase hanya dapat 

dilakukan untuk perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam 

satu perusahaan.38. Para pihak yang berselisih harus menandatangani perjanjian arbitrase yang berisi 

kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter. Putusan arbitrase bersifat 

final dan mengikat bagi para pihak yang berselisih dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial. 

Penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang 

berada pada lingkungan peradilan umum, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus 

perselisihan hubungan industrial. Pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial hanya dapat 

dilakukan jika upaya penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi tidak berhasil. Gugatan yang 

                                                           
34 Wicaksono. 
35 Gaudensia Mariana and Dipo Wahyoeno, “Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,” Bureaucracy 

Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 3, no. 1 (2023): 663–78, 

https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.209. 
36 Syaima Azzahra Juwl, “Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja,” Lembaga 

Bantuan Hukum Pengayoman, 2023, https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/bagaimana-proses-penyelesaian-

sengketa-pemutusan-hubungan-kerja/. 
37 Juwl. 
38 Wicaksono, “Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Yang Digunakan Oleh Buruh/Pekerja 

Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Kasus Di Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 

SBSI 1992 Kota Surakarta).” 
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diajukan harus dilampirkan dengan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Apabila 

gugatan tidak dilampirkan risalah tersebut, maka hakim akan mengembalikan gugatan kepada 

penggugat dan gugatan tidak dapat diterima39. Pengadilan Hubungan Industrial pada tingkat pertama 

berwenang memeriksa dan memutus perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja. 

Sementara untuk perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam 

satu perusahaan, Pengadilan Hubungan Industrial berwenang pada tingkat pertama dan terakhir40 

Huìbuìngan induìstrial yang teìrjadi antara pihak peìmbeìri keìrja deìngan pihak peìkeìrja meìmang 

tidak seìlaluì beìrjalan baik, namuìn dalam rangka meìnjalankan huìbuìngan keìrja yang harmonis pihak 

peìmbeìri keìrja yang meìmiliki keìduìduìkan yang leìbih kuìat wajib meìmbantuì meìlaksanakan peìrjanjian 

seìsuìai deìngan keìseìpakatan seìrta tidak meìlanggar peìratuìran Uìndang-Uìndang guìna meìmbeìrikan 

peìrlinduìngan huìkuìm keìpada peìkeìrja seìrta meìmpeìrkeìcil keìmuìngkinan teìrjadinya peìrmasalahan 

huìbuìngan induìstrial yang meìngakibatkan ruìsaknya huìbuìngan induìstrial antara peìkeìrja deìngan peìmbeìri 

keìrja. 

Dalam prakteknya penyelesaian apabila terjadi permasalahan dalam hubungan industrial di 

Indonesia diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. UU ini mengatur tahapan penyelesaian perselisihan 

yang sistematis, dimulai dari upaya penyelesaian secara bipartit yang bersifat wajib, dilanjutkan 

dengan penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase jika bipartit gagal, dan terakhir melalui 

Pengadilan Hubungan Industrial jika penyelesaian non-litigasi tidak berhasil. Pada akhirnya, 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang efektif tidak hanya bergantung pada ketersediaan 

mekanisme formal, tetapi juga pada kesadaran dan itikad baik para pihak untuk menyelesaikan 

perselisihan secara adil dan berkeadilan. Pendekatan yang mengutamakan dialog, keterbukaan, dan 

saling menghormati akan sangat membantu dalam mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi 

semua pihak yang terlibat. 

 

PENUTUP 

Keìsimpuìlan yang dapat diambil beìrdasarkan peìmbahasan dan analisa teìrkait Peìrjanjian Keìrja 

Waktuì Teìrteìntuì di PT. Sinar Kapang Beìrkah Kota Cileìgon adalah seìbagai beìrikuìt: Pemenuhan hak 

terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diterapkan kepada buruh harian lepas 

sebagian telah di penuhi berdasarkan peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, 

namun terdapat sebagian lain yang belum dipenuhi oleh perusahaan terhadap buruh harian seperti 

belum didaftarkannya BPJS Ketenagakerjaan atas beberapa buruh dikarenakan belum lengkapnya data 

buruh, serta perjanjian yang masih dilakukan secara lisan karena volume dan waktu pekerjaan yang 

berubah-ubah menyesuaikan project. Perjanjian yang disepakati mencakup deskripsi pekerjaan, upah, 

waktu kerja, dan jaminan keselamatan dilapangan, PKWT didasarkan pada kesepakatan antara pekerja 

dan perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam penyelesaian masalah apabila terjadi 

konflik antara perusahaan dengan buruh/pekerja dilakukan secara kekeluargaan sebelum ke 

pengadilan, melibatkan perundingan bipartit dalam waktu 30 hari. Jika gagal, bisa dilakukan mediasi 

atau konsiliasi. Pengadilan Hubungan Industrial hanya digunakan jika upaya lain tidak berhasil, 

dengan bukti penyelesaian sebelumnya serta niat baik dan dialog sangat penting dalam penyelesaian 

                                                           
39 Juwl, “Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja.” 
40 Wicaksono, “Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Yang Digunakan Oleh Buruh/Pekerja 

Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Kasus Di Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 

SBSI 1992 Kota Surakarta).” 
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perselisihan. Saran penulis adalah setiap perusahaan dapat lebih memperhatikan mengenai 

pelaksanaan perjanjian yang dilakukan agar dapat ditulis sesuai dengan peraturan yang terdapat di 

Undang-Undang Cipta Kerja,  pemerintah terkait juga dapat lebih memperhatikan hak yang harus 

dipenuhi perusahaan terhadap buruh/pekerja dilapangan guna terpenuhinya hak-hak buruh pekerja 

terhadap suatu pekerjaan di sebuah perusahaan khususnya kota Cilegon. 
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